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Abstrak

Penelitian ini mengkaji hukum Islam dan legal formal terkait wakaf dengan fokus
pada potensi aset digital sebagai harta wakaf produktif. Selama ini, penelitian
wakaf lebih banyak membahas benda bergerak dan tidak bergerak, sementara
aset digital, meski berpotensi besar, jarang dibahas sebagai mawquf (aset wakaf).
Penelitian ini meninjau aturan wakaf pada aset digital dan bagaimana
pemanfaatannya untuk mendanai program sosial, pendidikan, kesehatan, dan
keagamaan. Dengan metode kajian pustaka, hasil penelitian menunjukkan bahwa
aset digital, seperti mata uang kripto, NFT, dan dokumen digital, dapat
diidentifikasi secara pasti dan memberikan manfaat berkelanjutan, sehingga
layak dijadikan wakaf produktif untuk kepentingan umat di masa depan.
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Abstract

The research examines Islamic law and formal law related to waqgf with a focus
on the potential of digital assets as productive waqf assets. So far, wagf research
has mostly discussed movable and immovable objects, while digital assets,
despite their great potential, are rarely discussed as mawquf (waqf assets). This
research reviews the wagf rules on digital assets and how they can be utilised
to fund social, educational, health, and religious programmes. Using the
literature review method, the results show that digital assets, such as
cryptocurrencies, NFTs, and digital documents, can be identified with certainty
and provide sustainable benefits, making them suitable for productive waqf for
the benefit of the ummah in the future.
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PENDAHULUAN

Wakaf adalah salah satu bentuk ibadah yang melibatkan sumbangan harta sebagai tanda
kesediaan untuk mengorbankan barang-barang pribadi (Fuadi et al., 2022). Wakaf melayani tujuan
keagamaan dan sosial-ekonomi dengan memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan Masyarakat
(Cantika, 2015; Zainal, 2016). Namun di Indonesia, konsep wakaf telah dipersempit pada masjid,
madrasah, dan makam, yang dikenal dengan istilah 3M. Menurut data Sistem Informasi Wakaf
Kementerian Agama (SIWAK Kemenag), 72 persen tanah wakaf di Indonesia digunakan untuk
masjid dan musala, 14 persen untuk pendidikan, 4 persen untuk kuburan, dan sisanya 8 persen untuk
berbagai kegiatan sosial (Paksi, 2021). Alokasi tanah wakaf di Indonesia ini tampaknya tidak
berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat, kecuali sekolah dan pesantren yang
mungkin berdampak jangka panjang. Namun secara historis, wakaf telah digunakan untuk menunjang
kegiatan perekonomian masyarakat. Misalnya, sumur wakaf raumah milik Usman bin Affan yang
disulap menjadi perkebunan kurma dan hotel berbintang, menunjukkan pendekatan berbeda dalam
pemanfaatan aset wakaf (Susetyo & Suheni, 2022; Lisnaeni, 2022).

Barang yang bisa dihibahkan tidak hanya meliputi tanah, tetapi juga mencakup berbagai jenis
harta lainnya. Ini termasuk bangunan atau bagian dari bangunan yang berdiri di atas tanah, hak
kepemilikan atas satuan rumah susun, serta barang-barang bergerak seperti uang, logam mulia,
kendaraan, dan hak kekayaan intelektual (Kasdi, 2016; Lubis, 2020; Rafiqi, 2018).

Benda yang bisa diwakafkan di zaman modern ini bisa juga berupa aset digital. Sebagaimana
penelitian terkini yang dibahas oleh Mahendra (2023) mengenai aset digital terkait wakaf membahas
seputar konsep manajemen aset wakaf menggunakan teknologi Blockchain dan Smart Contract
untuk meningkatkan transparansi data dan meminimalisir manipulasi data. Penelitian semacam ini
diperlukan dikarenakan pengelolaan data wakaf yang belum optimal karena masih terpusat pada
individu nadzir dan nadzir professional.

Modernisasi pengelolaan wakaf sangat penting dalam menghadapi tantangan ekonomi dan
teknologi di era digital. Sebagai instrumen keuangan sosial dalam Islam, wakaf memiliki potensi
besar untuk memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, terutama jika dikelola secara produktif
dan efisien. Dengan memanfaatkan teknologi digital, pengelolaan wakaf dapat lebih transparan,
akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga mampu meningkatkan partisipasi dan
kepercayaan umat. Selain itu, modernisasi ini juga memungkinkan pengembangan model bisnis
berbasis wakaf yang inovatif yang tidak hanya berfokus pada penyediaan layanan sosial, tetapi juga
dapat menjadi motor penggerak ekonomi umat (Huda, 2017; Yuniara & Afrianty, 2024).

Model pengelolaan wakaf tradisional seringkali menghadapi berbagai keterbatasan yang
menghambat optimalisasi potensi ekonominya (Monaya et al., 2021). Salah satu masalah utama
adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana wakaf yang membuat masyarakat sulit untuk
memantau penggunaan dan manfaat dari dana yang telah diwakafkan. Selain itu, akuntabilitas yang
rendah sering terjadi karena pengelolaan wakaf dilakukan secara manual dan tidak terstandarisasi,
sehingga menimbulkan risiko penyalahgunaan dana (Mahendra, 2023). Keterbatasan lain adalah
masalah likuiditas, dimana dana wakaf sering kali tidak dikelola secara produktif, menyebabkan aset
wakaf tidak dapat memberikan hasil yang optimal untuk kepentingan umat (Furgon, 2014).
Keterbatasan-keterbatasan ini mengakibatkan potensi ekonomi wakaf yang besar menjadi kurang
tergarap dengan baik, sehingga perlu adanya reformasi dan modernisasi dalam pengelolaan wakaf
untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.
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Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi wakaf dari sisi aset
digital. Penelitian yang selama ini ada hanya fokus pada aset bergerak dan tidak bergerak. Penelitian
yang ada dari Arif (2023) hanya meneliti wakaf Non-Fungible Token (NFT), padahal aset digital
begitu banyak jenis dan macamnya. Begitu pula penelitian saat ini mengeksplorasi aset digital untuk
wakaf produktif. Sejauh yang diketahui, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan ada dalam bentuk
benda tidak bergerak seperti tanah dan masjid. Organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang
efektif lebih mengutamakan aset yang dapat ditangani secara efisien oleh penerimanya. Wakaf yang
bermanfaat ini berupa perolehan sumbangan dari banyak orang dan kemudian hasil wakaf atau
sumbangan yang terkumpul digunakan untuk menghasilkan keuntungan. Keuntungannya dapat
digunakan untuk menunjang kebutuhan masyarakat. Misalnya saja seperti mewakafkan aset NFT,
lalu keuntungan dari NFT ini akan digunakan untuk masyarakat umum yang membutuhkan bantuan,
termasuk menghidupi suatu masji atau lembaga pendidikan. Penelitian saat ini mempunyai implikasi
signifikan terhadap pengentasan kemiskinan, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, dan
pemberdayaan ekonomi umat.

TELAAH LITERATUR

Kata "wakaf" atau "waqf" berasal dari bahasa Arab "wagafa", yang merupakan turunan dari
kata kerja "waqafa-yugifu-waqgfan™ dan memiliki makna yang sama dengan kata "habasa-yahbisu-
tahbisan” yaitu "menahan, berhenti, atau tetap di tempat" (Permana & Rukmanda, 2021). Wakaf
secara istilah berarti (Ghanny & Fatwa, 2021),

ik G yian o 4n) 8 cadiall a4tz ol aa 4 pLEYI (SR Jle Sa
Artinya: “Menahan harta yang bisa diambil manfaatnya bersama keabadian bentuknya, untuk
dibelanjakan pada hal-hal yang mubah dan ada”.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 215 ayat (1), wakaf adalah perbuatan hukum seseorang
atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan
melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya
sesuai dengan ajaran Islam (Jamal, 2016). Dalam pengertian lain, wakaf adalah penyerahan properti
pribadi menjadi milik Allah untuk dimanfaatkan bagi kepentingan ibadah dan kemaslahatan umum
(Mu’allim, 2015).

Dalil-dalil yang mendasari hukum wakaf di antaranya adalah hadits dari Abu Hurairah
radhiyallahu ‘anhu, yaitu ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda (Sholeh
& Sofi, 2018):

A %5 llin a5 4y 48 Al 535 jla A8 e 45D (e V) Alle £ HLAY) e 1Y
Artinya: “Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu):
sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya”.
(HR. Muslim, No. 1631).

Yang dimaksud dalam hadits ini, sedekah jariyah adalah wakaf. Inilah alasannya kenapa Ibnu
Hajar Al-Asgalani memasukkan hadits ini dalam bahasan wakaf dalam kitab Bulughul Maram.
Karena para ulama menafsirkan sedekah jariyah dengan wakaf . Dalil lainnya adalah hadits dari Ibnu
‘Umar radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata, “Umar pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, lalu
ia menghadap Nabi mohon petunjuk beliau tentang pengelolaannya seraya berkata, “Wahai
Rasulullah, saya mendapatkan tanah di Khaibar (Prasetia & Wahyuni, 2019). Menurut beliau, dirinya
belum pernah memiliki tanah yang lebih baik daripada tanah tersebut. Beliau bersabda:
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Artinya: “Kalau engkau mau, kau tahan pohonnya dan sedekahkan buah (hasilnya)”.
Perawi hadits berkata,
V5 ¢ sl o5 ity all ot 85 ol a5 o108 8 ¢ G5 V5 G i V5 Lelial 1 Y AT e
48 I3 5 aia el 5l ¢ oSl Lehe KL & ey G o 2154

Dalam hadits riwayat Bukhari No. 2772 dan Muslim No. 1632 menyampaikan bahwa kemudian
Umar mewakafkan tanahnya dengan syarat pohonnya tidak boleh dijual, tidak boleh dihadiahkan,
dan tidak boleh jadi warisan. Hasil dari pohon tersebut disedekahkan kepada kaum fakir, kerabat-
kerabat, budak-budak, orang-orang yang membela agama Allah, tamu, dan musafir yang kehabisan
bekal. Namun tidak masalah bagi pengurus wakaf untuk memakan hasilnya dengan baik dan memberi
makan teman-temannya yang tidak memiliki harta (Prasetia & Wahyuni, 2019).

Ayat Al-Qur’an yang membahas tentang wakaf adalah:

fle % alll (8 o0 G |5k La3™( siad Lae ki (8 5T 14005
Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu
menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka
sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS. Ali Imran: 92)

Secara umum, wakaf harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya harta yang
diwakafkan secara permanen, dan harta tersebut harus digunakan untuk tujuan kebaikan yang
berkelanjutan sesuai dengan ketentuan syariah (Marwal, 2024). Di Indonesia, aturan wakaf diatur
dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan diperkuat dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 (Aslina & Addieningrum, 2022). Aturan ini mencakup prosedur
formal, mulai dari ikrar wakaf hingga pengelolaan oleh Nadzir (pengelola wakaf), serta memastikan
bahwa wakaf digunakan secara optimal untuk kepentingan umum, termasuk dalam bidang sosial,
pendidikan, kesehatan, dan keagamaan. Aturan ini juga mencakup pengawasan dan akuntabilitas
pengelolaan wakaf untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa manfaat wakaf benar-
benar dirasakan oleh masyarakat (Lubis et al., 2022).

Wakaf harus memenuhi empat rukun wakaf, yaitu: (1) wakif, (2) mawquf ‘alaih (yang
mengambil manfaat dari wakaf), (3) mawquf (harta yang diwakaf), dan (4) shighah. Syarat wakif/
wagqif, yaitu: (1) atas pilihan sendiri, dan (2) diizinkan syariat untuk melakukan transaksi, maka wakaf
tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila dan orang yang sedang diboikot karena terlilit utang
(Amaliah & Syamsul, 2022). Lebih jauh, syarat mawquf adalah: (1) suatu benda, (2) sudah tertentu,
tidak boleh majhul (tidak jelas), (3) dimiliki oleh wakif, (4) bisa dipindah (boleh berpindah dari satu
pemilik ke pemilik lainnya), (5) bisa diambil manfaatnya, (6) bisa dimanfaatkan dan bentuknya terus
ada, (7) pemanfaatan benda wakaf itu mubah (dibolehkan), serta (8) tujuan pemanfaatannya tertentu.
Syarat mawquf ‘alaih yaitu: (1) tidak menggunakannya untuk maksiat, serta (2) sah memiliki. Syarat
shighah yaitu: (1) lafaz yang menandakan wakaf, (2) tidak memakai waktu, (3) tidak menyebut ta’liq
(syarat), serta (4) siapa yang diserahkan harus disebutkan (Kholid & Rahmawati, 2020).

Menurut Pasal 215 ayat (4) dari Kompilasi Hukum Islam, benda wakaf adalah segala benda
baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan
bernilai menurut ajaran Islam. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 217 ayat (3), benda wakaf
harus merupakan benda milik yang bebas segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa (Wabhib,
2019). Menurut Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 pasal 15, harga benda wakaf hanya dapat
diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah (Negara, 2017). Undang-Undang RI
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No. 41 Tahun 2004 pasal 16 menyatakan bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak
dan benda bergerak (Irawati, 2017).

Benda tidak bergerak meliputi hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; bangunan atau bagian
bangunan yang berdiri di atas tanah; tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; serta, hak
milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: uang; logam
mulia; surat berharga; kendaraan; hak atas kekayaan intelektual; dan, hak sewa. Benda bergerak selain
uang menurut Peraturan Perundang-undangan Pasal 21 tentang wakaf yang dapat diwakafkan
sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu surat berharga yang berupa saham, surat
utang negara, obligasi; hak atas kekayaan intelektual (berupa hak cipta, hak merk, hak paten, hak
desain industri, hak rahasia dagang, hak sirkuit terpadu, hak perlindungan varietas tanaman); hak atas
benda bergerak lainnya yang berupa hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak;
atau perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak (Syafiqg, 2016).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Metode ini
bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam konsep aset digital dan potensinya
dalam pengelolaan wakaf produktif. Studi literatur akan melibatkan pengumpulan dan peninjauan
berbagai sumber akademis, seperti jurnal, buku, artikel, dan laporan penelitian yang relevan dengan
topik wakaf dan aset digital (Putri, 2024). Dengan melakukan analisis terhadap literatur yang ada,
penelitian ini akan mengidentifikasi teori, konsep, dan praktik terbaik yang dapat diterapkan dalam
pengelolaan wakaf berbasis aset digital. Selain itu, pendekatan studi literatur juga memungkinkan
peneliti untuk memahami secara komprehensif mengenai aset digital dalam pengelolaan wakaf.
Analisis terhadap sumber-sumber literatur ini akan membantu dalam membangun kerangka
konseptual yang kuat serta memberikan rekomendasi strategis bagi pengelola wakaf dan pemangku
kepentingan terkait (Hakim & Farid, 2024).

Dalam riset ini, metode analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif yang berfokus
pada interpretasi dan pemahaman mendalam dari literatur yang telah dikumpulkan (Jailani, 2023).
Penelaahan secara kritis terhadap berbagai sumber seperti jurnal akademis, buku, artikel, dan laporan
dilakukan berkenaan dengan aset digital serta pengelolaan wakaf. Data yang diperoleh dari literatur
tersebut akan dianalisis dengan cara mengidentifikasi tema-tema utama, pola, serta hubungan antara
konsep-konsep yang relevan dengan topik penelitian (Nartin et al., 2024). Selain itu, dilakukan
proses mengintegrasikan pandangan dan temuan dari berbagai sumber untuk menyusun kerangka
konseptual yang kuat, serta memberikan wawasan tentang bagaimana aset digital dapat
diimplementasikan secara efektif dalam pengelolaan wakaf. Hasil dari analisis ini akan digunakan
untuk memberikan kontribusi teoritis dan merumuskan rekomendasi strategis bagi pengembangan
wakaf produktif berbasis digital di masa depan.

HASIL ANALISIS
Aset Digital Sebagai Harta

Aset digital adalah segala sesuatu yang hanya ada dalam bentuk digital dan disertai dengan hak
atau izin penggunaan tertentu. Contoh umum aset digital meliputi dokumen elektronik, foto, video,
audio, mata uang kripto, dan berbagai jenis konten digital lainnya seperti logo dan situs web. Aset ini
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bisa disimpan pada berbagai perangkat digital seperti komputer, smartphone, dan perangkat
penyimpanan data lainnya. Aset digital juga termasuk data dan konten yang mmiliki nilai ekonomi
atau dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti pemasaran, pendidikan, dan hiburan. Misalnya,
sebuah perusahaan bisa menggunakan aset digital seperti konten media sosial atau email untuk
berkomunikasi dengan pelanggan, atau menggunakan video dan foto untuk mempromosikan produk
mereka (Johori et al., 2024). Teknologi blockchain telah memperluas definisi aset digital dengan
menciptakan jenis aset baru seperti mata uang kripto dan token yang tidak dapat dipertukarkan (NFT).
Blockchain memungkinkan aset digital ini untuk memiliki fitur unik seperti kepemilikan yang dapat
diverifikasi, keaslian, dan riwayat transaksi yang transparan tanpa perlu melibatkan pihak ketiga
(Sugiharto et al., 2022).

Aset digital mencakup berbagai jenis konten dan data yang hanya ada dalam bentuk digital dan
memiliki nilai ekonomi atau kegunaan tertentu (Uwais et al., 2024). Berikut adalah beberapa jenis
aset digital yang umum:

1. Cryptocurrencies (mata uang kripto): Mata uang digital seperti Bitcoin, Ethereum, dan lainnya
yang menggunakan teknologi blockchain untuk transaksi yang aman dan terdesentralisasi.

2. Non-Fungible Tokens (NFTs): Token digital yang mewakili kepemilikan aset unik, seperti karya
seni digital, koleksi, dan konten lainnya yang tidak dapat dipertukarkan satu sama lain karena
memiliki atribut unik.

3. Digital Art: Karya seni yang dibuat dan disimpan dalam format digital, termasuk ilustrasi,
gambar, dan media visual lainnya yang sering diperdagangkan sebagai NFT.

4. Virtual Real Estate: Properti virtual yang ada dalam dunia virtual atau metaverse, dimana
pengguna dapat membeli, menjual, dan mengembangkan properti digital.

5. Digital Documents: Dokumen elektronik seperti PDF, presentasi, dan laporan yang disimpan dan
dikelola secara digital.

6. Digital Media: Konten media seperti musik, video, dan film yang disimpan dan didistribusikan
dalam format digital.

7. Data: Informasi dan data yang dikumpulkan dan disimpan dalam format digital untuk berbagai
tujuan, termasuk analisis bisnis dan pemasaran.

8. Software and Applications: Program perangkat lunak dan aplikasi yang dikembangkan dan
didistribusikan secara digital.

Harta dalam tinjauan kitab fikih para ulama umumnya didefinisikan sebagai segala sesuatu yang
memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan serta dimiliki secara sah (Fauzi, 2017). Menurut
ulama Hanafi, harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai dan dapat disimpan serta dimanfaatkan
(Asnaini & Aprianto, 2019). Abu Hanifah mendefinisikan harta sebagai sesuatu yang dapat disimpan
(iddikhar) dan dimanfaatkan pada saat dibutuhkan, contohnya termasuk emas, perak, barang-barang,
tanah, dan bangunan (Prasetyo, 2018). Ulama Maliki mendefinisikan harta sebagai sesuatu yang
memiliki nilai dan dapat dimiliki serta ditransaksikan (Rusdan, 2017). Imam Syafi'i mendefinisikan
harta sebagai sesuatu yang memiliki nilai materiil dan dapat diambil manfaatnya (Khairunnisa, 2019).
Definisi ini meliputi benda-benda yang dapat dimiliki dan memiliki manfaat ekonomi, seperti
properti, barang dagangan, dan hak-hak ekonomi. Ulama Hambali mendefinisikan harta sebagai
segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan. Harta menurut mereka
mencakup properti, uang, dan barang-barang yang dapat digunakan untuk tujuan ekonomi atau
kesejahteraan pribadi (Hasibuan & Jawab, 2023).
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Ketentuan aset digital sebagai aset wakaf

Wakaf adalah pemberian harta secara permanen untuk kepentingan umum atau sosial sesuai
dengan hukum Islam (Khotimah, 2023). Wakaf harus memenuhi syarat-syarat yang dikemukakan
oleh berbagai mazhab ulama. Menurut madzhab Hanafi, harta wakaf harus memenuhi tiga syarat,
yaitu: (1) harta berwujud, seperti tanah, bangunan, atau barang tetap lainnya sehingga harta yang
dapat habis digunakan, seperti makanan atau uang, tidak sah untuk dijadikan wakaf kecuali jika
diinvestasikan dalam aset yang menghasilkan; (2) kepemilikan sempurna oleh orang yang berwakaf;
serta, (3) penggunaan untuk kebaikan sesuai syariat Islam dan memberikan manfaat untuk umum
(Hayatudin et al., 2020).

Menurut madzhab Maliki, harta wakaf harus memenuhi tiga syarat, yaitu: (1) kepemilikan dan
kekekalan, misalnya tanah atau bangunan; (2) manfaat yang berkelanjutan kepada penerima wakaf;
serta, (3) tujuan dan penggunaan harta wakaf harus jelas dan sesuai dengan syariah (Hartanto & Sup,
2021). Menurut madzhab Syafii, harta wakaf harus memenuhi tiga syarat berikut: (1) harta yang tahan
lama, memiliki sifat kekekalan dan dapat terus-menerus memberikan manfaat, seperti tanah atau
bangunan; (2) harta tersebut harus sepenuhnya dimiliki oleh orang yang mewakafkan; serta, (3) harta
wakaf harus ditentukan penggunaannya untuk tujuan yang sesuai dengan syariah (lrawati, 2017).
Menurut madzhab Hambali, harta wakaf harus memenuhi tiga syarat, yaitu: (1) harta wakaf harus
berupa harta yang kekal dan memberikan manfaat terus-menerus, seperti tanah, bangunan, atau
pohon; (2) orang yang berwakaf harus memiliki kepemilikan penuh atas harta tersebut; dan, (3) harus
ada niat dan tujuan yang jelas untuk manfaat umum sesuai syariah (Permana & Rukmanda, 2021).

Penerapan konsep wakaf pada aset digital merupakan topik yang relatif baru dalam diskusi
hukum Islam kontemporer. Berdasarkan prinsip-prinsip yang diambil dari pandangan tradisional
ulama fikih tentang wakaf, beberapa pertimbangan berikut dapat diajukan untuk menentukan apakah
aset digital dapat dijadikan harta wakaf (Putri, 2024). Pertama, yang mewakafkan harus memiliki
kepemilikan penuh atas aset digital tersebut. Kedua, aset digital yang diwakafkan harus dapat
memberikan manfaat yang berkelanjutan (misalnya: situs web yang menghasilkan pendapatan dari
iklan atau aplikasi yang memberikan layanan terus-menerus). Ketiga, aset digital harus jelas dan dapat
diidentifikasi secara pasti, seperti domain web, lisensi perangkat lunak, atau konten digital yang
memiliki hak cipta. Keempat, penggunaan aset digital yang diwakafkan harus sesuai dengan prinsip-
prinsip syariah dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Pembahasan

Wakaf produktif adalah wakaf yang tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada
masyarakat, tetapi juga diinvestasikan atau dikelola sedemikian rupa sehingga menghasilkan
pendapatan berkelanjutan yang dapat digunakan untuk tujuan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
Wakaf ini bertujuan untuk memastikan bahwa aset yang diwakafkan terus produktif dan dapat
memberikan manfaat jangka panjang (Nisa, 2023).

Salah satu contoh terkenal dari wakaf produktif pada masa kenabian adalah wakaf sumur Ruma
(Rumabh) yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Pada masa awal Islam, di Madinah, terdapat sebuah
sumur yang dimiliki oleh seorang Yahudi. Sumur ini adalah satu-satunya sumber air bersih yang
tersedia untuk penduduk Madinah, dan pemiliknya menjual air tersebut dengan harga yang sangat
mahal. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mendorong para sahabat untuk membeli sumur
tersebut agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara gratis. Utsman bin Affan membeli sumur
tersebut dan mewakafkannya untuk kepentingan umum. Sumur ini menjadi wakaf produktif karena
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terus memberikan manfaat air bersih bagi penduduk Madinah tanpa biaya. Sumur ini terus digunakan
selama bertahun-tahun dan menjadi sumber air yang penting bagi masyarakat, menunjukkan
bagaimana wakaf dapat digunakan untuk kepentingan berkelanjutan (Susetyo & Suheni, 2022).

Contoh lainnya adalah wakaf kebun kurma. Beberapa sahabat Nabi, seperti Umar bin Khattab,
juga mewakafkan kebun kurma mereka. Kebun kurma ini terus menghasilkan buah setiap tahun, yang
hasilnya digunakan untuk membantu kaum miskin dan membiayai berbagai kegiatan sosial. Umar
bin Khattab mewakafkan kebun kurma yang sangat produktif di Khaibar, dan hasil dari kebun tersebut
digunakan untuk berbagai keperluan sosial, seperti membantu fakir miskin, memerdekakan budak,
dan mendukung perjuangan di jalan Allah (Prasetia & Wahyuni, 2019).

Dengan demikian, wakaf produktif dilakukan karena beberapa tujuan (Mohammad, 2024).
Tujuan pertama yaitu untuk memberikan manfaat dalam jangka panjang Tujuan kedua adalah untuk
dapat menggunakan hasil atau pendapatan dari wakaf demi mendanai berbagai program sosial,
pendidikan, kesehatan, maupun keagamaan. Tujuan ketiga yaitu sebagai upaya untuk memberikan
solusi berkelanjutan bagi masalah ekonomi dan sosial di masyarakat.

Aset digital memiliki potensi untuk dijadikan wakaf produktif, mengingat kemampuannya
untuk memberikan manfaat berkelanjutan. Namun, untuk memastikan bahwa aset digital dapat
dijadikan wakaf yang sah dan produktif, beberapa syarat dan ketentuan perlu dipertimbangkan
berdasarkan prinsip-prinsip wakaf dalam hukum Islam seperti telah dinyatakan sebelumnya.

Dalam pemberdayaan aset digital untuk wakaf produktif, sejumlah strategi direkomendasikan
kepada pihak-pihak berkepentingan untuk memaksimalkan potensi yang ada. Pertama, integrasi
teknologi blockchain dalam pengelolaan wakaf dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas. Blockchain memungkinkan setiap transaksi wakaf tercatat dengan
aman, tidak dapat diubah dan dapat diaudit oleh siapa pun. Hal ini tidak hanya meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf, tetapi juga membuka peluang untuk menarik
lebih banyak partisipasi dari berbagai kalangan, termasuk generasi muda yang lebih akrab dengan
teknologi digital. Pihak pengelola wakaf atau nadzir dapat mengembangkan platform digital berbasis
blockchain yang memungkinkan wakif (pemberi wakaf) untuk berkontribusi secara mudah dan
memantau perkembangan penggunaan dana wakaf mereka secara real-time.

Kedua, strategi lain yang direkomendasikan adalah kolaborasi antara lembaga keuangan Islam,
pengelola wakaf dan perusahaan teknologi finansial (fintech) untuk menciptakan produk-produk
wakaf berbasis digital yang inovatif. Misalnya, penerbitan sertifikat wakaf digital yang dapat
diinvestasikan atau digunakan untuk proyek-proyek produktif seperti pembangunan infrastruktur
sosial, pendidikan atau layanan kesehatan. Ini tidak hanya meningkatkan likuiditas aset wakaf tetapi
juga memperluas jangkauan pengelolaan wakaf ke skala global, sehingga memungkinkan partisipasi
dari umat Muslim di seluruh dunia.

Ketiga, penting juga bagi pemerintah untuk mendukung inisiatif ini dengan mengembangkan
kerangka hukum dan regulasi yang jelas serta kondusif bagi penerapan aset digital dalam pengelolaan
wakaf. Regulasi yang tepat dapat memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak para pihak yang
terlibat dan mencegah potensi penyalahgunaan teknologi. Pemerintah dapat berperan aktif dalam
memfasilitasi edukasi dan literasi digital kepada masyarakat serta pengelola wakaf, sehingga mereka
dapat memahami dan memanfaatkan teknologi ini dengan bijak dan efektif. Selain itu, pemberian
insentif pajak atau bentuk dukungan lainnya kepada institusi yang mengadopsi teknologi digital
dalam pengelolaan wakaf dapat mempercepat transformasi ini. Dengan adanya dukungan regulasi
yang kuat, kolaborasi lintas sektor, dan kesadaran yang tinggi akan manfaat teknologi, pemberdayaan
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aset digital untuk wakaf produktif dapat direalisasikan secara optimal, menjadikannya sebagai pilar
penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan di masa depan.

SIMPULAN

Wakaf memberikan manfaat yang besar bagi umat. Potensi ini seharusnya dimanfaatkan dengan
baik dengan mengeksplorasi berbagai aset yang memiliki peluang sebagai harta wakaf (mawquf).
Aset digital dinilai sebagai harta karena memiliki nilai ekonomis, dapat dimanfaatkan, dan dapat
dimiliki secara sah. Aset digital ini dapat dimanfaatkan sebagai harta wakaf karena dapat memberikan
manfaat berkelanjutan dan dapat diidentifikasi secara pasti. Aset digital memiliki potensi untuk
dijadikan wakaf produktif, mengingat kemampuannya untuk memberikan manfaat berkelanjutan.

Salah satu bidang penelitian yang dapat dikaji lagi adalah hukum wakaf terkait aset digital
tertentu, seperti mata uang kripto, NFT, dokumen digital, dan media digital. terkait transaksi yang
dilakukan melalui dompet digital. Kajian-kajian terkait wakaf pada aset digital sangat diperlukan
untuk masa kini yang bermanfaat untuk penerbitan kebijakan nantinya Penelitian dan diskusi
akademik, konsultasi dengan otoritas syariah, pengembangan kerangka hukum, serta sosialisasi dan
edukasi adalah langkah-langkah demi terbitnya wakaf aset digital.

Dalam proses riset ini, beberapa keterbatasan yang dihadapi seperti kurangnya literatur dan
sumber data yang relevan, mengingat topik ini masih baru dan berkembang. Selain itu, tantangan
teknis dalam memahami teknologi blockchain dan keterbatasan akses terhadap studi kasus praktis
juga mempengaruhi kelengkapan dan akurasi hasil penelitian.
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